
a. bahwa pemulihan ekonomi nasional perlu didukung 
dengan kebijakan daerah yang dapat mengoptimalkan 
pendapatan daerah dalarn rangka meringankan beban 
dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di 

I 

Kabupaten Klaten akibat kekeringan pada sektor 
perkebunan dan pertanian karena adanya fenomena 

I 

cuaca atau El Nino yang berdampak signifi.kan terhadap 
kehidupan masyara.kat terutama para petani; 

b. bahwa pemerintah mengarnbil larrgkah-Iangkah 
antisipasi dan adaptasi yang tepat, petani dapat 
mengurangi risiko dan dampak negatif El Nino pada 
sektor pertanian. Pemerintah juga memiliki peran 
penting dalam memberikan dukungan dan kebijakan 
yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan 
petani di tengah perubahan iklim yang semakin tidak 
terduga; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran 
atas pokok dan/ a tau sanksi pajak dan retribusi; 

BUPATI KLATEN, 
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TENT ANG 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP DENDA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN 

SAU NAN 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminislrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Undang- 

ten tang 
Republik 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

Ka bu paten Daerah-daerah Pembentukan 
ten tang 
OaJam 

Tahun 1950 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan 

Sanksi Adrninistrasi Terhadap Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Masyarakat 

di Kabupaten Klaten; 

Mengingat 



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 

2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6867); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

11. Peraturan Pemerinlah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 



(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 235); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klatcn Tahun 2022 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

224); 

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 

25); 

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Togas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Serita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72); 

Kia ten Ka bu paten Dae rah Perangkat Susunan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 71); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 

Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 



perundang-undangan peraturan dengan ketentuan 

perpajakan daerah. 

Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Klaten. 

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

yang merrumpm 

yang menjadi 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKS! 

ADMINISTRASI TERHADAP DENDA PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA 

MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penghapusan 

Pasal 5 
(1) Kepala Sadan melaksanakan, mengoordinasikan, 

mengevaJuasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 4 kepada Bupati. 

(2) KepaJa Badan mengatur teknis pelaksanaan penghapusan 
sanksi administrasi PBB-P2 dengan Surat Edaran. 

Pasal 4 
Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada wajib Pajak PBB-P2 
untuk Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun Pajak 2023 
yang dibayarkan dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 
31 Desember 2023. 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Pasal 3 
Penghapusan sanksi administrasi terhadap denda PBB-P2 
dilaksanakan untuk Tahun Pajak 2014 sampai dengan Tahun 
Pajak 2023. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan 
penghapusan sanksi administrasi terhadap denda PBB-P2 
untuk mengoptimalkan pendapatan Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meringankan beban 
dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Klaten. 
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N RAKYAT 

Telah Dikoreksi Tanggal ~.~ Sckrctaris Daerah . . . .. . .. .I 

Mengesahkan I/ ,, -- - ' Salinan Sesuai dengan Aslinya - - ..._ 
~ - a.n SEKRETARIS DAERAH gan dan "'' ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ' 

KESEJAHTERAA - ,_ 

BERlTA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 3J3 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Diundangkan di Klaten 
pad a tanggal , fo o~'ber- 9-0 9-3 

~U_L_Y_ANI•-----.:L•------- 
• 

BUPATI KLATEN, 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal th ~:J-o~tr ~gs 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Sanksi Administrasi Terhadap Denda Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Masyarakat di 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2023 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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